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ABSTRAK 

 

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS FENOMENA ENGGAN MENIKAH : 

ANTARA KEBEBASAN INDIVIDU DAN NORMA HUKUM 

PERKAWINAN DI INDONESIA  

Oleh : 

ABDURRAHMAN SHOLAHUDIN 

2102013001 

 

Fenomena enggan menikah atau menunda perkawinan di kalangan 

mahasiswa merupakan realitas sosial yang semakin menguat seiring perubahan 

nilai, pola pikir, dan dinamika kehidupan modern. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan mahasiswa untuk tidak 

menikah atau menunda perkawinan dalam jangka panjang serta menelaah 

pandangan hukum Islam terhadap pilihan tersebut dan implikasinya terhadap 

struktur sosial dan hukum keluarga di Indonesia. 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris dengan 

pendekatan yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif kualitatif. Data diperoleh 

melalui kuesioner dan wawancara terhadap 94 responden mahasiswa semester 

enam ke atas dari tiga perguruan tinggi di Kota Metro, yaitu Universitas Islam 

Negeri Jurai Siwo Lampung, Universitas Muhammadiyah Metro, dan Universitas 

Ma’arif Lampung, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan 

perundang-undangan dan literatur hukum Islam.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, ketidaksiapan 

mental, ketakutan terhadap kegagalan rumah tangga, trauma sosial, serta 

perubahan nilai dan orientasi hidup menjadi alasan dominan mahasiswa dalam 

menunda atau enggan menikah. Secara yuridis, hukum positif Indonesia tidak 

mewajibkan perkawinan sehingga pilihan tersebut termasuk dalam ranah 

kebebasan individu. Namun dalam perspektif hukum Islam, perkawinan tetap 

dipandang sebagai institusi penting yang berkaitan dengan tujuan syariat, 

khususnya dalam menjaga keturunan dan kehormatan (hifz al-nasl dan hifz al-

‘ird). Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena enggan menikah merupakan 

hasil dialektika antara kebebasan individu dan norma hukum perkawinan, yang 

menuntut respons hukum keluarga yang lebih adaptif tanpa mengabaikan nilai-

nilai dasar syariat Islam. 

Kata Kunci: Enggan Menikah, Mahasiswa, Kebebasan Individu, Hukum 

Perkawinan, Yuridis Sosiologis. 
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 MOTTO 

  

رحُْ  ب ُ ةْيِّ  خحُْ   ص  قَح ُُةُي  قلْاْ  ،ٌّ ُ نٌَّ ُ ٌُّ جٌّ   د  ُْ ف ح    ُ ة  ح    ٌّْةٌّ ص  ٌَّ  ُ َُُِّ  ٌَّا   ُ ٌُّ  
 

“Kebebasan individu adalah hak, dan hukum hadir untuk menjaga 

kemaslahatan dan ketertiban.” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan dalam Islam memiliki makna mendalam, baik seca ra 

bahasa maupun substansi. Seca ra etimologis, istilah ini be rasal da ri dua 

kata dalam bahasa A rab, yaitu nakaha yang be ra rti "menghimpun" dan 

zawajja yang be ra rti "be rpasangan." Kedua istilah ini banyak digunakan 

dalam Al-Qu r’an untuk menjelaskan makna pe rkawinan sebagai 

penyatuan dua individu menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam konteks 

spi ritual, pe rkawinan dipahami sebagai bentuk penyatuan dua insan yang 

sebelumnya hidup sendi ri, namun kemudian dipe rtemukan oleh kehendak 

Allah SWT untuk menjalani kehidupan be rsama sebagai suami ist ri. 

Me reka menjadi pasangan hidup (zauj dan zaujah) yang saling melengkapi 

dan menopang keku rangan masing-masing dalam membangun kehidupan 

 rumah tangga.
1
 

Dalam aja ran Islam, pe rkawinan me rupakan bagian penting da ri 

tatanan kehidupan yang suci dan be rmakna. Hal ini ditegaskan oleh lebih 

da ri 80 ayat dalam Al-Qu r’an yang membahas tentang pe rkawinan, 

menunjukkan pentingnya ikatan ini dalam membentuk kelua rga yang 

sakinah, mawaddah, dan  rahmah. Ayat-ayat te rsebut tidak hanya 

menjelaskan tata ca ra, tetapi juga membe rikan pedoman mo ral dan 

                                                           
1 Khoi rudin Nasution , “D raf UU Pe rkawinan Indonesia : Basis filosofis dan 

Implikasinya dalam Buti r-buti r UU “. Ju rnal UNISIA NO 48/XXVI/II/2003, h. 129 
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spi ritual bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan be rkelua rga.
2
 Da ri 

pe rspektif hukum positif Indonesia, khususnya dalam sistem hukum 

pe rdata (Buku III KUH Pe rdata), pe rkawinan dipandang sebagai suatu 

pe rjanjian anta ra seo rang laki-laki dan pe rempuan yang dilakukan tanpa 

batasan waktu te rtentu. Oleh ka rena itu, pelaksanaan pe rkawinan di 

Indonesia tunduk pada pe ratu ran pe rundang-undangan yang mengatu r 

hakikat, sya rat, dan tujuan da ri ikatan pe rkawinan itu sendi ri, baik da ri 

sisi legalitas maupun no rma sosial keagamaan. 

Pe rkawinan me rupakan institusi hukum dan sosial yang diakui 

dalam sistem hukum nasional maupun dalam hukum Islam. Dalam 

Undang-Undang Nomo r 1 Tahun 1974 tentang Pe rkawinan, pe rkawinan 

dipahami sebagai ikatan lahi r batin anta ra seo rang p ria dan seo rang 

wanita sebagai suami ist ri dengan tujuan membentuk kelua rga yang 

bahagia dan kekal be rdasa rkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Senada dengan 

itu, dalam pe rspektif hukum Islam, pe rkawinan bukan sekada r kont rak 

sosial, melainkan juga ibadah dan bagian da ri penyempu rnaan agama. 

Namun, dalam konteks masya rakat mode rn, khususnya di kalangan 

mahasiswa, muncul gejala keengganan dan penundaan menikah semakin 

meluas. 

Seca ra sosiologis, pe rkawinan tidak hanya dipandang sebagai 

penyatuan dua individu, melainkan juga sebagai pengikat hubungan anta r 

                                                           
2 Musda Mulia , Pandangan Islam Tentang Poligami, (Jaka rta : LKAJ&SP,1999),h.1  
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kelua rga, komunitas, dan bahkan kelompok sosial yang lebih luas.
3
 T radisi 

dan no rma-no rma sosial yang be rlaku dalam masya rakat Indonesia 

umumnya menempatkan pe rkawinan sebagai tahapan penting dalam siklus 

kehidupan manusia yang ha rus dilalui untuk mencapai status sosial yang 

ideal dan mempe roleh pengakuan masya rakat.
4
 

Namun, dalam pe rkembangan zaman yang semakin mode rn, 

fenomena o rang yang memilih untuk tidak melakukan pe rkawinan mulai 

mengemuka sebagai  realitas sosial yang tidak dapat diabaikan. Fenomena 

ini mencakup be rbagai katego ri individu, mulai da ri me reka yang 

menunda pe rkawinan hingga usia yang  relatif matu re, hingga me reka 

yang seca ra sada r memutuskan untuk tidak menikah sama sekali (single 

by choice). T ren ini tidak hanya te rjadi di Indonesia, tetapi juga 

me rupakan fenomena global yang te rjadi di be rbagai nega ra, te rutama di 

nega ra-nega ra maju.
5
 T ren yang te rjadi di be rbagai nega ra menunjukkan 

bahwa fenomena ini cende rung meningkat sei ring dengan p roses 

mode rnisasi dan u rbanisasi.
6
 

Fenomena penundaan atau keengganan menikah di kalangan 

mahasiswa menjadi isu yang semakin  relevan dalam konteks sosial dan 

akademik saat ini. Khamdan Syaifudin dalam penelitiannya menemukan 

                                                           
3 Soekanto, Soe rjono. (2017). Sosiologi Kelua rga tentang Ikhwal Kelua rga,  Remaja dan 

Anak. Jaka rta:  Rineka Cipta. 
4 Yulianti, Eka. (2019). "Konst ruksi Sosial te rhadap Fenomena Singlehood dalam 

Masya rakat Kontempo re r." Sosioglobal, 3(2), 134-149 
5 Budiastuti, Ma ria T ri &  Raha rdjo, Mudjia. (2020). "Fenomena Single by Choice pada 

Pe rempuan Ka ri r: Studi Sosiologis di Jaka rta." Ju rnal Sosial dan Budaya, 13(1), 45-62 
6 Hanani, Silfia. (2021). "Pe rgese ran Makna Pe rkawinan dalam Masya rakat U rban 

Indonesia." Ju rnal Kependudukan Indonesia, 16(1), hlm. 30-34. 
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bahwa mayo ritas gene rasi millennial memilih untuk tidak menikah, 

menghinda ri komitmen pe rnikahan.
7
 Ketakutan akan kegagalan dalam 

membangun  rumah tangga dan fenomena pe rce raian atau hubungan yang 

tidak sehat di lingkungan kelua rga mempe rkuat pe rsepsi negatif tentang 

pe rkawinan.hal inilah yang menu rut Ande rson disebut sebagai 

kompleksitas pe rmasalahan pe rkawinan yang be rtolak belakang dengan 

ekspektasi dan idealism tinggi tentang pe rkawinan.
8
 

Data statistik menunjukkan adanya pe rgese ran pola pe rkawinan di 

Indonesia. Be rdasa rkan data Badan Pusat Statistik (BPS), usia  rata- rata 

pe rkawinan pe rtama mengalami peningkatan da ri tahun ke tahun, dan 

te rdapat peningkatan jumlah individu yang belum menikah pada 

kelompok usia p roduktif.
9
 Fenomena ini coba peneliti telusu ri seca ra 

factual dikalangan mahasiswa.  Be rdasa rkan data yang dihimpun da ri 38 

 responden dan 2 wawanca ra be rsama mahasiswa, diketahui bahwa 

mayo ritas be rada pada  rentang usia 20–25 tahun dengan pe rsentase 

(65%). Usia ini seca ra umum dianggap sudah memasuki masa dewasa 

awal, di mana pe rnikahan mulai menjadi pe rtimbangan penting dalam 

kehidupan individu.  

Hasil obse rvasi awal peneliti melalui Google Fo rm menunjukkan 

bahwa Sebagian da ri me reka dengan pe rsentse (65%) da ri 38  responden 

                                                           
7 Khamdan Safiudin, “Gende r P roblems in Indonesia: The Phenomenon of Gamophobia 

in a Pe rmissive Society,” An-Nisa Ju rnal Kajian Pe rempuan Dan Keislaman 17, no. 1 (July 19, 

2024): 67–82, https://doi.o rg/10.35719/annisa.v17i1.245. 
8 B ritni J. Ande rson, “Optimal Cha racte ristics fo r Happy and Satisfying Ma r riages” 

(Unive rsity of No rthe rn Iowa, 2006), https://schola rwo rks.uni.edu/g rp. 
9 Badan Pusat Statistik. (2023). Su rvei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Ma ret 2023. 

Jaka rta: BPS. 



5 
 

 
 

dan 2 wawca ra
10

 menyatakan tidak be rniat menikah atau menunda 

pe rkawinan dalam jangka panjang. Alasan yang paling banyak muncul 

adalah adanya  rasa takut te rhadap pe rnikahan. Ungkapan sepe rti 

“menikah itu menakutkan” (ma r riage is sca ry) mence rminkan adanya 

pe rsepsi negatif te rhadap kehidupan pe rnikahan. Selain itu, sejumlah 

 responden juga mengaku belum siap seca ra mental dan takut mengalami 

keke rasan dalam  rumah tangga. Fakto r-fakto r psikologis dan t rauma 

sosial tampaknya tu rut memenga ruhi keputusan te rsebut, yang tentu 

 relevan untuk dianalisis lebih dalam seca ra yu ridis maupun sosiologis. 

Be rangkat da ri fakta te rsebut penelitian mengenai Fenomena 

Enggan Menikah: Anta ra Kebebasan Individu dan No rma Hukum 

Pe rkawinan di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan, mengingat 

munculnya  realitas sosial ba ru di kalangan gene rasi muda, khususnya 

mahasiswa, yang mulai memilih untuk tidak menikah atau menunda 

pe rnikahan dalam jangka panjang. Kecende rungan ini menimbulkan 

kegelisahan akademik, te rutama ketika pilihan te rsebut tidak semata-mata 

dipahami sebagai p refe rensi p ribadi, melainkan juga membawa implikasi 

se rius te rhadap kebe rlangsungan sistem hukum dan sosial yang selama ini 

be rtumpu pada st ruktu r kelua rga t radisional. 

Fenomena ini menantang  relevansi no rma-no rma hukum kelua rga 

yang di rancang dengan asumsi bahwa setiap individu akan membentuk 

kelua rga melalui ikatan pe rkawinan. Dalam konteks ini, muncul 

                                                           
10 Wawanca ra peneliti dengan 2  responden inisial mz & faf 
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pe rdebatan anta ra hak individu atas kebebasan memilih gaya hidup, 

te rmasuk keputusan untuk tidak menikah dan no rma hukum Islam yang 

menekankan pentingnya institusi pe rkawinan sebagai bagian da ri ibadah 

dan penjagaan ketu runan (hifz al-nasl) se rta pe rlindungan te rhadap 

ma rtabat dan keho rmatan individu (hifz al-‘i rd). 

Dengan demikian, te rdapat ketegangan anta ra hak atas kebebasan 

individu dalam menentukan pilihan hidup dan keha rusan no rmatif dalam 

sya riat untuk menjaga tatanan sosial dan mo ral masya rakat melalui ikatan 

pe rnikahan. Di sinilah letak u rgensi penelitian ini, yaitu untuk 

menjembatani dua kutub pemiki ran te rsebut melalui pendekatan 

inte rdisipline r yang menggabungkan analisis yu ridis dan sosiologis. 

Studi ini akan menelaah bagaimana no rma hukum, baik nasional 

maupun Islam, mengatu r institusi pe rkawinan sebagai pila r kehidupan 

sosial dan spi ritual, sekaligus menggali fakto r sepe rti kebebasan p ribadi, 

t rauma masa lalu, ketakutan te rhadap  relasi domestik, dan pe rubahan nilai 

dalam masya rakat menjadi elemen penting yang ha rus dianalisis. Dengan 

pendekatan holistik te rsebut, diha rapkan penelitian ini dapat membe rikan 

kont ribusi nyata dalam pengembangan hukum kelua rga yang tidak hanya 

 responsif te rhadap dinamika sosial kontempo re r dan pilihan individu, 

tetapi juga tetap menjaga nilai-nilai dasa r sya riat Islam yang menjunjung 

tinggi pentingnya kelua rga sebagai lembaga ibadah, pendidikan mo ral, 

dan pe rlindungan masya rakat. 
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B. Pe rtanyaan Penelitian  

Be rdasa rkan lata r belakang yang telah di teliti oleh peneliti, maka 

pe rtanyaan dalam penelitian ini adalah  

1. Apa saja fakto r yang memenga ruhi keputusan mahasiswa untuk tidak 

menikah atau menunda pe rkawinan dalam jangka panjang? 

2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Pilihan Tidak Menikah 

serta Implikasinya terhadap Struktur Sosial dan Hukum Keluarga di 

Indonesia 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Mengidentifikasi dan menganalisis fakto r-fakto r yang 

memenga ruhi keputusan mahasiswa untuk tidak menikah atau 

menunda pe rkawina 

b. Menelaah pandangan hukum Islam te rhadap keputusan tidak 

menikah atau menunda pe rkawinan tanpa alasan yang dibena rkan 

seca ra sya r’I,  serta Implikasinya terhadap struktur social dan 

Hukum Keluarga di Indonesia. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teo ritis  

Penelitian ini diha rapkan dapat membe rikan kont ribusi 

te rhadap pengembangan wacana akademik di bidang hukum 

kelua rga Islam dan sosiologi hukum, khususnya te rkait dengan 
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dinamika ba ru dalam pilihan hidup gene rasi muda te rhadap 

institusi pe rkawinan. Selain itu seca ra teo ritis hasil penelitian ini 

dapat mempe rluas kajian teo ritis tentang pe rgese ran nilai-nilai 

pe rnikahan di kalangan gene rasi muda, se rta menjadi  refe rensi 

ilmiah dalam memahami hubungan anta ra pe rsepsi individu, 

tekanan sosial, dan pilihan hidup dalam konteks pe rnikahan. Pada 

ahi rnya hasil penelitian juga diha rapkan dapat menjadi  rujukan 

akademik untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang be rkaitan 

dengan fenomena tidak menikah dalam pe rspektif hukum Islam 

dan sosiologi. 

b. Manfaat P raktis  

penelitian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga 

pendidikan, khususnya dalam me rancang pendekatan edukatif 

yang  relevan te rhadap mahasiswa mengenai pentingnya kesiapan 

mental, pemahaman hukum, dan nilai-nilai pe rnikahan dalam 

Islam. Bagi pa ra pemangku kebijakan atau lembaga keagamaan, 

hasil penelitian ini juga dapat dijadikan dasa r dalam menyusun 

p rog ram pembinaan atau penyuluhan yang sensitif te rhadap 

kekhawati ran gene rasi muda te rhadap pe rnikahan, te rmasuk isu 

keke rasan dalam  rumah tangga. Selain itu, masya rakat umum juga 

dapat memahami dinamika dan alasan  rasional di balik keputusan 

individu untuk tidak menikah, sehingga dapat membangun sikap 

yang lebih inklusif dan tidak menghakimi. 
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D. Penelitian  Relevan 

Dalam penelitian ini, te rdapat bebe rapa penelitian te rdahulu yang 

 relevan dengan pe rmasalahan yang te rkait. Adapun penelitian  relevan 

te rsebut sebagai be rikut : 

Tabel 1.1 

Penelitian  Relevan 

 

NO JUDUL & 

PENULIS 

METODE  HASIL 

TEMUAN 

NOVELTY 

1 Che rly Nadifa 

(2025) dalam 

sk ripsi yang 

be rjudul 

“Penga ruh 

Fathe rless 

te rhadap 

Kecemasan 

Menikah Studi 

di Unive rsitas 

Islam Neg ri 

Sultan Sya rif 

Kasim  Riau” 

 

Metode yang di 

gunakan dalam 

penelitian ini 

adalah dengan 

metode peneltian 

kualitatif analisis 

desk riptif 

Temuan 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa fathe rless 

be rkont ribusi 

te rhadap dimensi 

kecemasan 

menikah, sepe rti 

 rasa takut 

te rhadap 

komitmen dan 

ketidaknyamanan 

emosional. 

 

Penelitian dalam 

sk ripsi ini 

mengkaji 

fenomena enggan 

menikah melalui 

pendekatan 

yu ridis 

sosiologis, 

dengan 

menempatkan isu 

ini dalam 

ketegangan 

anta ra kebebasan 

individu dan 

no rma hukum 

pe rkawinan di 

Indonesia. 

Fokusnya tidak 

hanya pada 

fakto r inte rnal 

individu, tetapi 

juga pada 

bagaimana 

st ruktu r hukum 

dan nilai sosial 

memenga ruhi 

pilihan untuk 

tidak menikah. 

posisi penelitian 

ini lebih 

menekankan pada 

inte raksi anta ra 
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no rma hukum, 

kebebasan sipil, 

dan dinamika 

sosial, bukan 

semata pada 

aspek psikologis 

pe rsonal. 

 

2 Dian Islamiyati 

(2022) dalam 

sk ripsi yang 

be rjudul 

“Tinjauan 

Maqashid 

Sya riah 

Tentang Wanita 

Yang Memilih 

Melajang 

(Studi Kasus 

Kelu rahan 

Panjang Uta ra 

Kota Banda r 

Lampung” 

 

Metode yang 

dipakai dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

penelitian 

kualitatif atau 

penelitian 

lapangan (field 

 resea rch) yang 

be rsifat 

desk riptif 

analisis. Sumbe r 

data yang 

digunakan yaitu 

data p rime r yang 

be rasal da ri 

3(tiga) wanita 

lajang yang 

belum menikah 

dan data 

sekunde r. 

Dengan metode 

pengumpulan 

data be rasal da ri 

wawanca ra 

(inte rview), 

obse rvasi dan 

dokumentasi. 

hasil da ri 

penelitian ini, 

maka dapat 

dita rik 

kesimpulan 

sebagai be rikut; 

Bebe rapa fakto r 

penyebab wanita 

te rsebut belum 

menikah atau 

enggan untuk 

menikah 

dika renakan 

belum ada 

jodohnya, hingga 

tidak lagi 

memiliki has rat 

untuk menikah 

ka rena sudah 

memasuki usia 

menopose se rta 

khawati r tidak 

bisa membe rikan 

ketu runan kepada 

suaminya .. 

Penelitian yang 

di lakukan oleh 

Dian Islamiyati 

ada seikit kesama 

an yang mana 

Wanita memilih 

untuk menunda 

pe rkawinan 

namun dalam 

sk ripsi peneliti 

be rbeda dalam 

konteks yang 

akan di bahas. 

 

3 Anis 

 Rochmana 

(2022) dalam 

sk ripsi yang 

be rjudul 

“Pilihan tidak 

Menikah 

Dalam 

Pe rspektif 

Hukum Islam” 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

penelitian 

no rmatif dengan 

pendekatan 

pe rundang-

undangan dan 

pendekatan 

konseptual. 

Menelaah pilihan 

untuk tidak 

menikah da ri 

pe rspektif hukum 

Islam dan hak 

asasi manusia, 

dengan 

kesimpulan 

bahwa keduanya 

mengha rgai 

Penelitian dalam 

sk ripsi ini 

mengambil 

pendekatan 

yu ridis sosiologis 

te rhadap 

fenomena enggan 

menikah, dengan 

menempatkannya 

dalam 
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 Penelitian ini 

me rupakan 

penelitian 

pustaka yang 

menggunakan 

buku-buku, 

ju rnal, ka rya 

tulis ilmiah 

lainnya sebagai 

sumbe r data 

p rime r, se rta 

wawanca ra 

te rhadap o rang 

yang memilih 

tidak menikah 

sebagai data 

sekunde r 

keputusan 

te rsebut sebagai 

bagian da ri hak 

p ribadi, selama 

tidak 

be rtentangan 

dengan p rinsip 

sya riat. Fokusnya 

te rletak pada 

fakto r-fakto r 

pe rsonal sepe rti 

t rauma, sakit, 

ekonomi, ka rie r, 

dan o rientasi 

seksual. 

ketegangan 

anta ra kebebasan 

individu dan 

no rma hukum 

pe rkawinan di 

Indonesia. Posisi 

penelitian ini 

lebih 

menekankan pada 

inte raksi anta ra 

st ruktu r hukum 

dan dinamika 

sosial, se rta 

bagaimana 

hukum 

me respons 

pe rubahan nilai 

dalam 

masya rakat. 

 

4 Dewinta 

Asokawati , 

Zain A rfin 

Utama (2024) 

dalam ju rnal  

yang be rjudul 

“P roblematika 

Waithood 

Sebagai Upaya 

Kont rol Sosial 

Te rhadap 

Pe rsoalan 

Pe rkawinan 

Dalam 

Menekan 

Angka 

Kemiskinan” 

 

Metode yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

yaitu penelitian 

kualitatif dengan 

pendekatan 

yu ridis 

sosiologis. 

Sumbe r data 

yang digunakan 

yaitu sumbe r 

data p rime r dan 

sekunde r dan 

dianalisis 

menggunakan 

analisis 

desk riptif. 

Fokus utama 

penelitian 

te rsebut adalah 

melihat waithood 

sebagai st rategi 

sosial yang seca ra 

tidak langsung 

be rfungsi sebagai 

mekanisme 

kont rol te rhadap 

angka 

pe rnikahan, yang 

pada gili rannya 

diha rapkan dapat 

menekan laju 

kemiskinan. 

Penelitian ini 

menekankan pada 

aspek sosiologis 

dan demog rafis, 

dengan 

mengidentifikasi 

fakto r-fakto r 

yang 

melata rbelakangi 

waithood, sepe rti 

Penelitian  dalam 

sk ripsi ini 

menekankan pada 

dialektika anta ra 

hak otonomi 

individu dan 

st ruktu r no rmatif 

hukum, se rta 

bagaimana 

hukum 

me respons 

dinamika social. 

yang 

be rkembang di 

masya rakat. 

Penelitian dalam 

sk ripsi ini 

mempe rluas 

cakupan kajian 

dengan 

menginteg rasikan 

analisis hukum 

dan sosiologi 

pe rbedaan 

mendasa rnya 

te rletak pada 
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tekanan ekonomi, 

pe rubahan nilai 

sosial, dan 

pe rgese ran 

o rientasi hidup 

gene rasi muda 

 

ke rangka analisis 

dan tujuan 

no rmatif da ri 

masing-masing 

penelitian. 

 

5 Ajat Sud rajat 

(2021) dalam 

ju rnal yang 

be rjudul  

“Menunda 

Pe rnikahan 

Dalam Islam 

Kont ruksi 

Sosial Pelaku 

Telat Nikah 

Pada 

Masya rakat 

Cisayong 

Kabupaten 

Tasikmalaya” 

Penelitian  

lapangan  ini  

menggunakan  

metode  

kualitatif  

dengan  

pendekatan  

Konst ruksinistik.  

Penggalian  data  

dilakukan  

dengan  

wawanca ra  

seca ra  

mendalam  

didukung  

obse rvasi  seca ra  

seksama  aga r  

mendapatkan  

makna  yang  

sebena rnya  

sesuai  dengan  

tujuan  penelitian 

Hasil penelitian 

Ajat Sud rajat 

menunjukkan 

bahwa dalam 

konteks wilayah 

studi kasus yang 

dianalisis, 

fenomena 

membujang atau 

menunda 

pe rnikahan tidak 

semata-mata 

disebabkan oleh 

lemahnya nilai 

keagamaan, 

melainkan lebih 

dipenga ruhi oleh 

pe rtimbangan 

 rasional te rkait 

aspek ekonomi, 

sepe rti efisiensi 

dan efektivitas 

kehidupan. 

Temuan ini 

mence rminkan 

adanya 

pe rgese ran ca ra 

pandang 

masya rakat, da ri 

o rientasi  religius-

metafisik menuju 

pola piki r yang 

lebih  rasional-

positivistik dalam 

mengambil 

keputusan te rkait 

pe rnikahan. 

posisi penelitian 

ini lebih 

menekankan pada 

dialektika anta ra 

hak otonomi 

individu dan 

st ruktu r no rmatif 

hukum yang 

mengatu r 

institusi 

pe rkawinan. 

Fokusnya bukan 

semata pada 

alasan ekonomi 

atau pe rgese ran 

nilai, melainkan 

pada bagaimana 

kebebasan 

memilih untuk 

tidak menikah 

dapat dipahami, 

dibena rkan, atau 

dipe rsoalkan 

dalam ke rangka 

hukum dan 

st ruktu r sosial di 

Indonesia. 
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Be rangkat da ri tabel diatas dapat peneliti jelaskan kembali bahwa 

Kelima penelitian sebelumnya baik yang dilakukan oleh Dian Islamiyati, 

Che rly Nadifa, Anis  Rochmana, Dewinta Asokawati & Zain A rfin Utama, 

maupun Ajat Sud rajat seca ra umum menyo roti fenomena enggan menikah 

da ri sudut pandang psikologis, sosiologis, no rmatif- religius, dan 

demog rafis, dengan fokus pada fakto r-fakto r pe rsonal sepe rti t rauma, 

kondisi fisik, tekanan ekonomi, pe rubahan nilai sosial, hingga penga ruh 

st ruktu r kelua rga. Be rbeda da ri itu, penelitian ini menempati posisi yang 

khas dengan mengkaji fenomena enggan menikah melalui pendekatan 

yu ridis sosiologis, yang menempatkan pilihan untuk tidak menikah dalam 

dialektika anta ra kebebasan individu dan no rma hukum pe rkawinan di 

Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini menawa rkan keba ruan 

(novelty) be rupa analisis k ritis te rhadap  relevansi dan  responsivitas sistem 

hukum nasional te rhadap dinamika sosial kontempo re r, khususnya dalam 

menjamin hak otonomi individu dalam  ranah p rivat yang be rbentu ran 

dengan konst ruksi hukum publik. 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Konsep Pe rkawinan dalam Hukum di Indonesia 

Pe rkawinan menu rut Pasal 1 Undang-undang Nomo r 1 Tahun1974 

Tentang Pe rkawinan, Pe rkawinan adalah ikatan lahi r dan batin anta ra 

seo rang p ria dengan seo rang wanita sebagai suami ist ri dengan tujuan 

membentuk kelua rga ( rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

be rdasa rkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
1
 Adapun penge rtian 

pee rkawinan menu rut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pe rkawinan 

adalah pe rkawinan menu rut  hukum islam adalah penikahan, yaitu 

akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk mentaati pe rintah 

Allah dan melaksanakannya me rupakan sebuah ibadah.
2
 

Pe rkawinan te rjadi di ka renakan ada ikatan (akad) lahi r dan batin 

anta ra seseo rang p ria dan seo rang Wanita ikatan dalam pe rkawinan 

tak hanya sekeda r janji atau ikatan yang biasa di kenal dengan sitem 

pe rjanijan atau kont rak biasa yang hanya mengikat seca ra lahi rian 

semata. Namun lebih da ri itu pe rkawinan te rbentuk akibat adanya 

ikatan seca ra lahi r dan batin sehingga bagi kedua belah pihak yang 

melangsungkan pe rkawinan ha rus menjaga ikatan te rsbeut dengan 

menunaikan kewajiban dan tentunya akan mendapatkan hak 

sebagaimana suami dan ist ri.
3
 

                                                           
1 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Pe rkawinan 
2 KHI buku ke 1 tentang pe rkawinan pasal 2 
3 Moh Ali Wafa “Hukum Pe rkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam 

Dan Hukum Mate ril” (2018 )Tange rang : Pene rbit Yasmi, hlm.30 
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Pe rkawinan menu rut pasal 2 kompilasi hukum islam yaitu akad 

yang sangat kuat (mitsaqon ghalidan) untuk mentaati pe rintah Allah , 

dan melaksanakanya me rupakan ibadah.oleh ka renanya pe rkawinan 

bukan hanya sekeda r hubungan anata ra laki laki dan Pe rempuan untuk 

hidup be rsama be rdasa rkan kebutuhan biologis. 

B. Teo ri Kebebasan Individu  

John Stua rt Mill dalam ka ryanya On Libe rty (1859) 

mengemukakan bahwa kebebasan individu me rupakan hak fundamental 

yang melekat pada setiap manusia untuk be rpiki r, be rbica ra, dan 

be rtindak sesuai kehendaknya sendi ri, selama tidak menimbulkan 

ke rugian te rhadap o rang lain. Pandangan ini dikenal dengan p rinsip 

tidak me rugikan (ha rm p rinciple), yang menyatakan bahwa satu-

satunya alasan yang sah untuk campu r tangan masya rakat te rhadap 

kebebasan individu adalah untuk mencegah te rjadinya bahaya atau 

ke rugian nyata te rhadap o rang lain.
4
 

Mill menekankan bahwa kebebasan dalam menyatakan pendapat, 

memilih ca ra hidup, se rta menjalankan keyakinan p ribadi me rupakan 

sya rat utama bagi te rcapainya pe rkembangan intelektual dan mo ral 

individu. Ia juga be rpandangan bahwa kebe ragaman dalam ca ra hidup 

(expe riments in living) penting untuk menguji nilai-nilai yang ada 

                                                           
4 John Stua rt Mill, On Libe rty (London: John W. Pa rke r and Son, 1859), hlm. 14–15 
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dalam masya rakat, se rta membuka  ruang bagi kemajuan dan 

pemba ruan sosial.
5
 

Lebih jauh, Mill menyatakan bahwa individualitas adalah salah 

satu unsu r utama dalam kebahagiaan dan kemajuan umat manusia. 

Apabila seseo rang hidup semata-mata mengikuti kebiasaan, no rma, 

atau t radisi masya rakat tanpa mempe rtimbangkan pilihan p ribadinya, 

maka kehidupan itu kehilangan makna sebagai eksp resi da ri di ri yang 

bebas dan  rasional.
6
 Dengan demikian, kebebasan individu bagi Mill 

bukan hanya me rupakan hak sipil, tetapi juga alat pembebasan manusia 

da ri dominasi sosial yang mengekang, sekaligus menjadi pondasi 

penting bagi te rbentuknya masya rakat yang te rbuka dan maju.
7
 

Be rtolak da ri pemiki ran libe ralisme klasik (John Stua rt Mill) 

tentang hak individu atas kebebasan dalam menentukan pilihan hidup, 

te rmasuk dalam hal menikah atau tidak, sejauh tidak me rugikan hak 

o rang lain. Teo ri ini digunakan untuk memahami klaim individu atas 

otonomi dalam konteks sosial dan keagamaan. Teo ri ini juga dipakai 

untuk membahas facto r kekebasan individu memilih menunda 

melakukan pe rkawinan. 

C. Teo ri Fungsionalisme St ruktu ral (Talcott Pa rsons) 

Teo ri fungsionalisme st ruktu ral me rupakan salah satu teo ri 

sosiologi klasik yang banyak digunakan untuk memahami bagaimana 

masya rakat beke rja sebagai suatu sistem. Talcott Pa rsons, sosiolog 

                                                           
5 Ibid., hlm. 55–57. 
6 John Stua rt Mill, On Libe rty (London: John W. Pa rke r and Son, 1859), hlm. 62 
7 Ibid., hlm. 70. 
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Ame rika te rkemuka pada abad ke-20, mengembangkan teo ri ini dengan 

menggabungkan pendekatan da ri Du rkheim dan Webe r, se rta 

mene rapkan analisis sistem untuk menjelaskan kete ratu ran sosial.
8
 

St ruktu r-st ruktu r sosial sepe rti kelua rga, pendidikan, agama, dan 

hukum dianggap memainkan pe ran penting dalam mempe rtahankan 

kete ratu ran sosial seca ra keselu ruhan.
9
 

Pa rsons memandang masya rakat sebagai suatu sistem sosial yang 

te rdi ri atas bagian-bagian atau st ruktu r yang memiliki fungsi masing-

masing, yang saling be rgantung satu sama lain. St ruktu r-st ruktu r ini 

sepe rti institusi kelua rga, pendidikan, hukum, agama, dan ekonomi, 

yang semuanya memiliki pe ran untuk menjaga kete ratu ran dan 

stabilitas sosial.
10

 Jika satu bagian tidak menjalankan fungsinya seca ra 

efektif, maka keseimbangan sistem dapat te rganggu.  

Dalam pandangan Pa rsons, aga r sistem sosial tetap stabil dan 

be rtahan dalam jangka panjang, setiap sistem ha rus mampu memenuhi 

empat kebutuhan fungsional dasa r, yang ia sebut dengan skema AGIL, 

yaitu:  

a) Adaptation (A): sistem ha rus dapat menyesuaikan di ri dengan 

lingkungan dan mengelola sumbe r daya; fungsi ini biasanya 

dijalankan oleh sistem ekonomi. 

                                                           
8 Talcott Pa rsons, The St ructu re of Social Action (New Yo rk: McG raw-Hill, 1937), 43 
9 Soekanto, Soe rjono, Sosiologi Suatu Penganta r (Jaka rta:  Rajawali Pe rs, 2013), hlm. 

218. 
10 Talcott Pa rsons, The Social System (New Yo rk: F ree P ress, 1951), 5–6 



18 
 

 
 

b) Goal Attainment (G): sistem ha rus mampu me rumuskan tujuan 

kolektif dan mencapainya, yang me rupakan pe ran da ri institusi 

politik atau peme rintahan. 

c) Integ ration (I): sistem ha rus menjaga kete rpaduan sosial anta r 

bagian; fungsi ini biasanya dijalankan oleh hukum dan lembaga 

sosial. 

d) Latency (L) atau Patte rn Maintenance: sistem ha rus menjaga dan 

ment ransmisikan nilai-nilai se rta motivasi budaya kepada gene rasi 

be rikutnya; fungsi ini dijalankan oleh kelua rga dan lembaga 

pendidikan.
11

 

Pa rsons menekankan bahwa tindakan sosial individu dibentuk oleh 

nilai dan no rma yang be rasal da ri st ruktu r sosial. Dengan kata lain, 

pe rilaku manusia tidak sepenuhnya bebas, tetapi dibatasi oleh 

ekspektasi sosial yang dibentuk oleh sistem. Sistem sosial akan 

cende rung mengatu r setiap individu untuk be rpe ran sesuai dengan 

fungsi sosial yang dibutuhkan.
12

 

Lebih lanjut, Pa rsons pe rcaya bahwa nilai be rsama (sha red values) 

me rupakan dasa r da ri kete ratu ran sosial. Ketika masya rakat memiliki 

konsensus nilai yang kuat, maka kohesi sosial akan te rbentuk seca ra 

alami. Oleh sebab itu, dalam pandangan fungsionalisme st ruktu ral, 

konflik bukanlah sesuatu yang dominan atau waja r dalam masya rakat, 

                                                           
11 Ibid., 92–98. 
12 Pa rsons, St ructu re and P rocess in Mode rn Societies (New Yo rk: F ree P ress, 1960), 

27–30 
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melainkan dianggap sebagai kondisi yang muncul bila salah satu bagian 

sistem tidak menjalankan fungsinya seca ra efektif.
13

 

Aplikasi da ri teo ri ini dapat dilihat, misalnya, dalam analisis 

te rhadap fenomena sosial sepe rti menu runnya angka pe rnikahan atau 

individu yang memilih tidak menikah. Dalam ke rangka fungsionalisme 

st ruktu ral, keputusan individu untuk tidak menikah dapat dipandang 

sebagai bentuk ketidaksesuaian fungsi dalam sistem kelua rga sebagai 

institusi sosial. Jika semakin banyak individu tidak menjalankan pe ran 

t radisionalnya dalam institusi kelua rga, maka hal ini be rpotensi 

mengganggu stabilitas st ruktu r masya rakat yang telah mapan. Dalam 

konteks ini, ketidakpatuhan te rhadap pe ran sosial dapat dilihat sebagai 

gejala da ri pe rubahan nilai dan ketidakseimbangan fungsi 

anta rst ruktu r.
14

 

Dengan demikian, teo ri fungsionalisme st ruktu ral membe rikan 

ke rangka untuk memahami kete ratu ran, stabilitas, dan bagaimana 

pe rubahan sosial dapat mempenga ruhi fungsi keselu ruhan masya rakat. 

Talcott Pa rsons menekankan bahwa aga r masya rakat tetap seimbang, 

setiap individu dan institusi ha rus menjalankan pe rannya dengan baik 

sesuai dengan no rma dan st ruktu r yang ada. 

 

                                                           
13 Ibid., 36. 
14 Geo rge  Ritze r dan Douglas J. Goodman, Sociological Theo ry, 8th ed. (New Yo rk: 

McG raw-Hill, 2004), 195. 
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D. Maqashid Sya riah 

Maqāṣid al-Sya rī‘ah adalah konsep penting dalam hukum Islam 

yang me rujuk pada tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh sya riat. 

Seca ra etimologis, maqāṣid be ra rti tujuan atau maksud, sedangkan al-

sya rī‘ah be ra rti jalan atau hukum yang ditetapkan Allah bagi umat 

manusia. Dengan demikian, maqāṣid al-sya rī‘ah dapat dipahami 

sebagai tujuan-tujuan hukum Islam dalam menciptakan kemaslahatan 

(kebaikan) dan mencegah mafsadat (ke rusakan).
15

 

Pemiki ran mengenai maqāṣid seca ra sistematis dikembangkan oleh 

Imām al-Syāṭibī dalam kitabnya al-Muwāfaqāt, di mana ia menjelaskan 

bahwa sya riat Islam be rtujuan menjaga kebe rlangsungan hidup dan 

kete ratu ran masya rakat melalui pe rlindungan atas lima pokok 

kebutuhan dasa r yang dikenal sebagai al-ḍa rū riyyāt al-khamsah, yaitu: 

: agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), ketu runan 

(hifz al-nasl), dan keho rmatan (hifz al-‘i rd).
16

 

Menurut Jasser Auda, seorang pemikir kontemporer dalam bidang 

hukum Islam yang dikenal karena pemikirannya yang mencoba 

memperbarui pemahaman tentang maqāshid al-syarī‘ah agar lebih 

relevan dengan perkembangan zaman modern. maqāshid al-syarī‘ah 

tidak sekadar dipahami sebagai lima tujuan klasik syariat (ḥifẓ al-dīn, 

ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-‘aql, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-māl), melainkan 

                                                           
15 Jasse r Auda, Maqasid al-Sha riah sebagai Falsafah Hukum Islam: Pendekatan Sistem, 

te rj. Yudian Wahyudi (Yogyaka rta: Pustaka Pelaja r, 2008), hlm. 2. 
16 Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Sya ri’ah, Jilid II (Bei rut: Da r al-

Ma’ rifah, 1996), hlm. 10. 
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sebagai sistem nilai yang dinamis yang bertujuan untuk mewujudkan 

kesejahteraan manusia (maslahah) secara menyeluruh, baik di dunia 

maupun akhirat.
17

 

kelima unsu r ini dianggap sebagai fondasi utama kehidupan 

manusia, dan hukum-hukum Islam disusun aga r lima hal te rsebut 

senantiasa te rjaga. Bila salah satu di anta ranya te rancam, maka sya riat 

hadi r untuk membe rikan pe rlindungan, baik melalui pe rintah maupun 

la rangan.
18

 

Dalam konteks mode rn, maqāṣid al-sya rī‘ah digunakan untuk 

menilai  relevansi dan tujuan suatu tindakan atau kebijakan sosial, 

te rmasuk dalam menilai fenomena sosial sepe rti o rang yang memilih 

untuk tidak menikah. Pendekatan maqāṣid dapat membantu melihat 

apakah keputusan te rsebut be rtentangan dengan pe rlindungan te rhadap 

ketu runan (ḥifẓ al-nasl), atau just ru dapat dibena rkan apabila tidak 

menimbulkan ke rusakan sosial atau mo ral.
19

 

Sebagai ke rangka dalam hukum Islam, teo ri ini menjelaskan 

bahwa tujuan utama sya riat adalah untuk menjaga lima hal pokok: 

agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), ketu runan 

(hifz al-nasl), dan keho rmatan (hifz al-‘i rd). Pilihan untuk tidak 

                                                           
17 Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, 

The International Institute of Islamic Thought (IIIT), London-Washington, 2008. 
18 Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, Jilid II (Jaka rta: Gema Insani, 2011), hlm. 

1029 
19 Muhammad Khalid Masud, Filsafat Hukum Islam: Maqasid Sya riah dalam Pe rspektif 

Mode rn, (Jaka rta:  RajaG rafindo Pe rsada, 2004), hlm. 78 



22 
 

 
 

menikah tanpa alasan sya r’i dapat be rdampak pada te rganggunya dua 

aspek te rakhi r te rsebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian no rmatif-empi rik. 

Penelitian hukum no rmatif-empi ris (te rapan), me rupakan penelitian 

yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum 

positif (pe rundangundangan) dan dokumen te rtulis seca ra in action 

(faktual) pada suatu setiap pe ristiwa hukum te rtentu yang te rjadi 

dalam masya rakat.
1
 Pengkajian te rsebut be rtujuan untuk memastikan 

apakah hasil pene rapan hukum pada pe ristiwa hukum in conc reto 

sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan pe ratu ran 

pe rundangundangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan 

pe ratu ran pe rundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana 

mestinya, sehingga pihak-pihak yang be rkepentingan mencapai 

tujuannya atau tidak.
2
 

Penelitian hukum no rmatif-empi ris (applied law  resea rch) adalah 

“penelitian hukum mengenai pembe rlakukan atau implementasi 

ketentuan hukum no rmatif (kodifikasi, undang-undang, atau kont rak) 

seca ra in action pada setiap pe ristiwa hukum te rtentu yang te rjadi 

dalam masya rakat. Implementasi seca ra in action te rsebut me rupakan 

fakta empi ris dan be rguna untuk mencapai tujuan yang telah 

                                                           
1 Muhaimin , Metode Penelitian Hukum, Mata ran Unive rsity P ress, Mata ram, 2020, hlm 

115. 
2 Abdulkadi r Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cit raAditya Bakti, Bandung, 

2004, hlm 53. 



24 
 

 
 

ditentukan. Implementasi seca ra in action diha rapkan akan 

be rlangsung sempu rna apabila  rumusan ketentuan hukum no rmatifnya 

jelas dan tegas se rta lengkap.
3
 

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris karena 

permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan aturan hukum 

yang berlaku (aspek normatif), tetapi juga menyangkut realitas sosial 

masyarakat (aspek empiris) yang muncul akibat fenomena 

meningkatnya individu yang memilih untuk tidak menikah atau 

menunda perkawinan. 

Pendekatan no rmatif digunakan untuk menelaah no rma-no rma 

hukum yang mengatu r institusi pe rkawinan, baik dalam pe rspektif 

hukum positif Indonesia maupun hukum Islam. Sementa ra itu, 

pendekatan empi rik digunakan untuk memahami gejala sosial 

mahasiswa da ri bebe rapa kampus yang ada di Kota Met ro yakni 

Unive rsitas Islam Nege ri Ju rai Siwo (UIN Jusila) ,Unive rsitas 

Muhammadaiyah (UM) ,dan Unive rsitas Maa rif Lampung (UMALA) 

B. Sifat Penelitian 

Penelitian ini be rsifat desk riptif kualitatif yakni akan mengu rai 

dan menggamba rkan tentang fenomena penundaan pe rkawinan dan  

keengganan mahasiswa untuk melakukan pe rkawinan. Sifat analisis 

desk riptif maksudnya adalah membe rikan gamba ran atau pemapa ran 

atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang 

                                                           
3 Abdulkadi r Muhammad, Ibid. hlm 134. 
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dilakukan apa adanya tanpa melakukan justifikasi te rhadap hasil 

penelitian.
4
 

Kemudian dengan Pendekatan kualitatif adalah suatu ca ra analisis 

penelitian yang menghasilkan data desk riptif analitis, yaitu data yang 

dinyatakan oleh  responden seca ra te rtulis atau lisan se rta juga tingkah 

laku yang nyata, yang diteliti dan dipelaja ri sebagai sesuatu yang utuh. 

Oleh ka rena itu, peneliti ha rus dapat menentukan data mana atau 

bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan 

hukum yang diha rapkan atau dipe rlukan dan data atau bahan hukum 

mana yang tidak  relevan dan tidak ada hubungannya dengan mate ri 

penelitian. Sehingga yang dipentingkan dalam menggunakan analisis 

kualitatif adalah kualitas data dan bahan hukum, a rtinya peneliti 

melakukan analisis te rhadap data atau bahan hukum yang be rkualitas 

saja. Oleh ka renanya, yang dipentingkan dalam analisis kualitatif 

adalah tidak semata-mata be rtujuan mengungkapkan kebana ran saja, 

tetapi juga memahami kebena ran atu ran hukum.
5
 

C. Sumbe r Data 

Sumbe r data adalah segala sesuatu yang menjadi asal atau tempat 

pengambilan data dalam sebuah penelitian. Sumbe r data dapat be rupa 

o rang, dokumen, pe ristiwa, atau objek yang membe rikan info rmasi 

atau fakta yang dibutuhkan untuk menjawab  rumusan masalah 

                                                           
4 Muhaimin , Metode Penelitian Hukum, Mata ran Unive rsity P ress, Mata ram, 2020, hlm 

128. 
5 Muhaimin , Metode Penelitian Hukum, Mata ran Unive rsity P ress, Mata ram, 2020, hlm 

129. 



26 
 

 
 

penelitian.
6
 Dalam penelitian, sumbe r data dibagi menjadi dua 

katego ri utama, yaitu sumbe r data p rime r dan sumbe r data sekunde r.  

Sumbe r data p rime r adalah data yang dipe roleh seca ra langsung 

da ri subjek atau objek penelitian oleh peneliti sendi ri, tanpa melalui 

pe ranta ra. Sumbe r ini disebut p rime r ka rena data yang dikumpulkan 

masih mu rni, belum diolah atau ditafsi rkan oleh pihak lain. Contoh 

sumbe r data p rime r anta ra lain hasil wawanca ra, kuesione r, obse rvasi 

langsung, dan dokumentasi lapangan yang dilakukan sendi ri oleh 

peneliti.
7
 Dalam penelitian ini yang menjadi sumbe r data p rime r nya 

adalah kuisione r yang akan di di lakukan penyeba ran kepada 

mahasiswa di kota met ro. Yang te rdi ri da ri 3 unive rsitas yang ada di 

kota Met ro yaitu Unive rsitas Islam Nege ri Ju rai Siwo (UIN Jusila) 

,Unive rsitas Muhammadaiyah (UM) ,dan Unive rsitas Maa rif 

Lampung (UMALA). di mana  responden yang dipilih me rupakan 

mahasiswa aktif semeste r akhi r (minimal semeste r 6 ke atas) da ri 

be rbagai fakultas. Me reka dianggap telah memiliki pengalaman sosial 

dan kedewasaan be rpiki r yang cukup dalam membe rikan pendapat 

atau sikap te rhadap isu-isu te rtentu, te rmasuk topik yang diangkat 

dalam penelitian. Pemilihan mahasisawa da ri 3 unive rsitas ini di 

dasa rkan dengan bebe rapa pe rtimbangan  yaitu Pe rtama, dengan 

kebe ragaman lata r belakang ka rena mahasisawa daa ri 3 unive ritas 

                                                           
6 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan  R&D (Bandung: Alfabeta, 

2017), hlm. 137 
7 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan  R&D (Bandung: Alfabeta, 

2017), hlm. 138  
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te rsut memeliki lata r belakan akademik, social, dan budaya yang 

be rbeda , yang dapat memeb rikan pandangan yang lebih komp rehensif 

dan be ragam te rhadap topik penelitian, Kedua,  Relevansi topik 

penelitian , mahasiswa dengan umu r 20-25 tahun be rada  pada  rentang 

usia p roduktif dalam pembentukan Keputusan hidup jangka panjang 

,te rmasuk pe rnikahan. Oleh ka rena itu me reka me rupakan  responden 

yang  relevan untuk di tanya mengenai pandangan ,alasan atau fakto r 

yang memepenga ruhi Keputusan untuk tidak (atau belum ) menikah. 

Sementa ra itu, sumbe r data sekunde r adalah data yang dipe roleh 

da ri pihak lain, biasanya dalam bentuk dokumen atau catatan yang 

telah ada sebelumnya. Data ini dapat be rupa buku, ju rnal ilmiah, 

a rtikel, hasil penelitian te rdahulu, a rsip peme rintah, maupun lapo ran 

 resmi lainnya.
8
 Data sekunde r dalam penelitian ini dipe roleh melalui 

studi pustaka dan dokumentasi te rhadap be rbagai sumbe r te rtulis. 

Data te rsebut meliputi pe ratu ran pe rundang-undangan tentang 

pe rkawinan, sepe rti Undang-Undang Nomo r 1 Tahun 1974 dan 

Kompilasi Hukum Islam, fatwa keagamaan, se rta buku-buku, ju rnal 

ilmiah, sk ripsi te rdahulu, dan data statistik da ri instansi  resmi. Data 

sekunde r ini digunakan untuk mendukung analisis yu ridis dan 

sosiologis atas fenomena tidak menikah yang menjadi fokus penelitian. 

 

 

                                                           
8 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:  Remaja  Rosdaka rya, 

2019), hlm. 157. 
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D. Tekhnik Pengumpulan Data 

Menu rut Nasution, metode adalah suatu ca ra yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitiannya.
9
 Dalam penelitian 

ini Teknik pengumpulan data yang di gunakan sebagai be rikut : 

1. Wawanca ra 

Wawanca ra adalah salah satu tekhnik yangd apat di gunakan untuk 

mengumpulan data penelitain. Dapat pula di katakana bahwa 

wawanca ra me rupakan pe rcakapan tatap muka ata ra pewawanca ra 

dengan sumbe r info rmasi, Dimana pewawanca ra be rtanya langsung 

tentang suatu objek yang di teliti dan telah di  rancang sebelumnya. 

 Dalam penelitian ini, digunakan wawanca ra semi-te rst ruktu r, 

yaitu teknik wawanca ra yang menggabungkan pe rtanyaan te rbuka 

dengan ke rangka pe rtanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Teknik 

ini membe rikan keleluasaan bagi  responden untuk menjelaskan 

jawaban seca ra bebas, namun tetap dalam batas topik yang ditentukan 

peneliti.
10

 Dan dalam penelitian ini wawanca ra semi te rst ruktu r di 

wujudkan dengan adanya kebe radaan APD (alat pengumpul data) yang 

di jadikan sebagai pedoman bagi peneliti untuk melakukan p roses 

wawanca ra.  

Dalam penelitian ini wawanca ra di lakukan kepada info rman-

info rman peneliti yang sudah di jelasakan dalam sumbe r data p rime r 

yaitu mahasiswa da ri 3 pe rgu ruan tinggi yang ada di kota Met ro dan 

                                                           
9 Nasution, Metode  Resea rch, Jaka rta :Bumi Aksa ra, 2006, hlm. 112-114. 
10 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan  R&D (Bandung: Alfabeta, 

2017), hlm. 143. 
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disini peneliti akan menggunakan tekknik sampling be rdasa rkan 

claste r sampling yang akan di bagi menjadi 3 yaitu claste r Unive rsitas 

Islam Nege ri Ju rai Siwo (UIN Jusila) , claster Unive rsitas 

Muhammadaiyah (UM) ,dan claster Unive rsitas Maa rif Lampung 

(UMALA), dan da ri masing masing claste r te rsebut peneliti 

menggunakan Teknik snowball sampling yang mana peneliti pe rtama-

tama mewawanca rai satu atau dua mahasiswa yang sesuai dengan 

k rite ria penelitian (belum menikah dan be rusia dewasa), kemudian 

meminta me reka untuk me rekomendasikan individu lain yang juga 

memenuhi k rite ria se rupa.  

2. Kuisione r  

Menu rut Sugiyono angket atau kuesione r me rupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan ca ra membe ri sepe rangkat 

pe rtanyaan atau pe rnyataan te rtulis kepada  responden untuk 

dijawab.
11

 

Dalam penelitian sosial, kuisione r se ring digunakan sebagai alat 

pengumpulan data pada populasi yang jumlahnya tidak diketahui 

seca ra pasti atau te rlalu luas untuk dijangkau selu ruhnya. Oleh ka rena 

itu, peneliti menggunakan sampel bagian kecil da ri populasi yang 

dianggap  rep resentatif. Teknik pengambilan sampel ini dapat 

dilakukan seca ra non-p robabilistik yaitu Menu rut Sugiyono, non-

p robability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 

                                                           
11 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan  R & 

D, Bandung :Alfabeta, 2017, hlm. 142 
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membe rikan kesempatan yang sama bagi setiap unsu r atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel.
12

 Teknik ini se ring digunakan 

dalam penelitian kualitatif atau eksplo ratif, atau ketika jumlah populasi 

tidak diketahui dengan pasti., sepe rti: Pu rposive sampling, yaitu 

pemilihan  responden be rdasa rkan k rite ria te rtentu yang ditetapkan 

peneliti. Accidental sampling, yaitu  responden yang kebetulan 

dijumpai dan be rsedia mengisi kuisione r. Menu rut Sugiyono, dalam 

penelitian kuantitatif maupun kualitatif, peneliti tidak ha rus 

mengetahui selu ruh jumlah populasi, asalkan sampel yang diambil 

 relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian.
13

 

Kuisione r ini di  rancang untuk menggali pandangan ,alasan, dan 

sikap me reka te rhadap fenomena enggan menikah. Bebe rapa 

 responden juga diwawanca rai seca ra langsung untuk mendalami 

jawaban yang dianggap penting. 

 Dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling non-

p robabilistik, ka rena tidak semua anggota populasi memiliki peluang 

yang sama untuk dijadikan sampel. Teknik yang digunakan adalah 

pu rposive sampling, di mana  responden dipilih seca ra sengaja 

be rdasa rkan k rite ria te rtentu, yaitu mahasiswa da ri 3 pe rgu ruan tinggi 

yang ada di met ro yang belum menikah dan be rsedia mengisi 

kuisione r. 

 

                                                           
12 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan  R&D (Bandung: Alfabeta, 

2017), hlm. 124. 
13  Ibid,. hlm 122 
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E. Keabsahan Data 

 Tekhnik keabsahan data dalam penelitian kualitatif be rtujuan 

untuk mengetahui k redibilitas data yang di kumpulkan selama peneltiain. 

Teknik yang di gunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian 

ini adalah t riangulasi data. T riangulasi data yaitu yaitu Teknik yang lebih 

mengutamakan efektivitas hasil penelitian.
14

 

T riangulasi sumbe r adalah p roses uji keabsahan data dengan ca ra 

mengkonfi rmasi data penelitian yang sudah di pe roleh pada sumbe r yang 

be rbeda. Tujuannya adalah membe rikan keyakinan pada peneliti bahwa 

data te rsebut memang sudah sah dan layak untuk menajdi data penelitian 

yang akan di analisis.
15

 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah p roses menca ri dan Menyusun seca ra 

sistematis data yang di pe roleh da ri hasil wawanca ra, catatan,  rekaman, 

dan dokumentasi. Analisis data yang di gunakan adalah anlisa data 

kualitatif dengan ca ra induktif, ka rena data yang di pe roleh be rupa 

kete rangan-kete rangan dalam  bentuk u raian. 

Ca ra be rfiki r induktif yaitu suatu ca ra be rfiki r yang be rangkat 

da ri fakta atau pe ristiwa yang khusus dan konk rit, pe ristiwa konk rit, 

kemudian da ri fakta atau pe ristiwa yang khusus dan konk rit te rsebut di 

Ta rik seca ra gene ralisasi yang mempunyai sifat umum. Ca ra be rfiki r 

                                                           
14 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kulalitatif : Teo ri P raktik (Jaka rta : PT.Bumi 

Aksa ra,2-15), hlm.177-178. 
15 Sigit He rmawan, Meotde Penelitian Bisnis”)Malang: Media Nusa C reative, 2016, hlm 

.225 
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induktif yaitu suatu analisis be rdasa rkan data yang di pe roleh, selanjutnya 

di kembangkan pola hubungan te rtentu atau menjadi hipotesis.
16

 

Be rdasa rkan kete rngan di atas ,maka dalam menganalisis data, 

peneliti menggunakan data yang di pe roleh kemudian data te rsebut di 

analisis dengan menggunakan ca ra be rfiki r nduktif yang be rangkat da ri 

info rmasi mengenai pe rsepsi mahasiswa te rhadap fenomena tidak 

menikah di 3 claste r yaitu Unive rsitas Islam Nege ri Ju rai Siwo (UIN 

Jusila) ,Unive rsitas Muhammadaiyah (UM) ,dan Unive rsitas Maa rif 

Lampung (UMALA) 

  

                                                           
16 Sugiyono, Metode Penelitian. Hlm 245. 



 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi dan Responden Penelitian 

1. Profil Lokasi penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di tiga universitas di Kota Metro, 

Lampung: Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung, 

Universitas Muhammadiyah Metro (UM Metro), dan Universitas 

Ma'arif Lampung (UMALA). Pemilihan lokasi ini didasarkan pada 

posisi Kota Metro sebagai sentra pendidikan di Lampung. 

Lingkungan kampus, dengan populasi intelektual muda dan 

dosen/pakar hukum, menjadi locus ideal untuk meneliti pertentangan 

antara kebebasan individu (sebab sosiologis enggan menikah) dan 

norma hukum (tuntutan yuridis perkawinan). 

a) UIN Jurai Siwo Lampung (UIN JUSILA):  

Beralamat: Jl. Ki Hajar Dewantara 15A, Iringmulyo, Metro 

Timur, Kota Metro, Lampung.UIN Jurai Siwo Lampung adalah 

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang 

bertransformasi dari IAIN Metro. Sebagai institusi negeri, UIN 

JUSILA berada langsung di bawah yurisdiksi Kementerian Agama 

RI, menjadikan standar hukum dan akuntabilitasnya terikat kuat 

pada regulasi pemerintah. 

Relevansi Yuridis: Fakultas Syariah (FS) di UIN JUSILA 

secara khusus melahirkan sarjana hukum Islam (seperti prodi 

Hukum Keluarga Islam), yang menjadi pusat kajian utama 
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mengenai norma hukum perkawinan (UU No. 16/2019 dan KHI). 

Lingkungan ini berperan sentral dalam pembentukan dan 

interpretasi hukum. 

Relevansi Sosiologis: Kampus ini memiliki visi yang 

mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan, namun 

sebagai institusi modern yang menaungi ribuan mahasiswa, ia juga 

merupakan tempat bertemunya berbagai pandangan generasi muda 

mengenai masa depan, karier, dan kebebasan personal, yang 

menjadi pemicu fenomena enggan menikah. 

b)  Universitas Muhammadiyah Metro (UM Metro): Kutub 

Modernisme Islam dan Multidisiplin Ilmu 

Beralamatkan di Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Iringmulyo, 

Metro Timur, Kota Metro, Lampung. UM Metro adalah salah satu 

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terbaik di Lampung, di bawah 

naungan Persyarikatan Muhammadiyah. Kampus ini bersifat lebih 

multidisiplin, dengan Fakultas Hukum (FH) yang bersanding 

dengan fakultas umum lain (Teknik, Ekonomi, FKIP). 

Relevansi Yuridis: Fakultas Hukum (FH) UM Metro 

menawarkan perspektif hukum yang lebih luas, berpotensi 

membandingkan pandangan hukum positif (nasional) dengan 

hukum Islam (syariah), sesuai dengan corak Muhammadiyah yang 

menekankan pada purifikasi dan modernisasi hukum Islam. 
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Relevansi Sosiologis: UM Metro, dengan spektrum ilmu 

yang luas dan statusnya sebagai PTS besar, menarik mahasiswa 

yang memiliki orientasi karier dan profesionalisme yang tinggi. 

Budaya ini sering dikaitkan dengan penundaan perkawinan. 

Kehidupan kampus yang profetik profesional dan modern menjadi 

latar belakang yang baik untuk menggali alasan ekonomi dan karier 

sebagai faktor utama enggan menikah. 

c) Universitas Ma'arif Lampung (UMALA): Kutub Islam Tradisional 

dan Ahlussunah Wal Jama'ah 

Beralamatkan di Jl. RA Kartini No.28, Purwosari, Metro Utara, 

Kota Metro, Lampung. UMALA merupakan Perguruan Tinggi 

Swasta (PTS) yang berada di bawah payung Lembaga Pendidikan 

Ma'arif NU (Nahdlatul Ulama). Meskipun baru bertransformasi 

menjadi universitas pada 2022, fokus keilmuannya kental dengan 

studi keislaman Ahlussunnah Wal Jama'ah An Nahdliyah. 

Relevansi Yuridis & Sosiologis: UMALA 

merepresentasikan pandangan keagamaan yang cenderung lebih 

kuat pada tradisi dan norma sosial yang dipegang oleh komunitas 

NU. Ini memberikan kontras yang menarik terhadap pandangan 

kebebasan individu. Responden dari lingkungan UMALA dapat 

memberikan perspektif tentang bagaimana norma hukum dan 

norma agama (terutama fiqh) dilihat sebagai kewajiban yang 

mengikat, dan bagaimana tekanan sosial/agama ini berinteraksi 
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dengan fenomena enggan menikah di kalangan santri atau kader 

NU yang lebih konservatif secara tradisi 

Secara keseluruhan, penelitian di ketiga lokasi ini 

memanfaatkan perbedaan status dan basis ideologi keagamaan 

(Negeri-Moderasi, Muhammadiyah-Modernis, NU-Tradisionalis) 

sebagai kerangka perbandingan. Dengan melibatkan para pakar 

dari Fakultas Hukum/Syariah dan Sosiologi/Psikologi, serta 

responden muda yang mewakili ketiga civitas academica, 

penelitian ini dapat menghasilkan analisis yuridis sosiologis yang 

mendalam mengenai friksi antara self-determination (kebebasan 

individu) dan state/religious obligation (norma hukum 

perkawinan). 

2. Karakteristik Responden 

Responden utama dalam penelitian ini merupakan kelompok 

sasaran inti yang menjadi sumber data sosiologis mengenai fenomena 

enggan menikah di kalangan terpelajar. Responden dipilih melalui 

teknik Purposive dan Snowball Sampling dari kalangan mahasiswa 

aktif (minimal Semester 5) dan alumni (S-1) yang baru lulus dari tiga 

universitas: UIN Jurai Siwo Lampung, Universitas Muhammadiyah 

Metro, dan Universitas Ma'arif Lampung. 

a)  Dimensi Demografis dan Pendidikan 

Karakteristik demografis responden ini dibatasi pada 

rentang usia 20 hingga 27 tahun. Pemilihan rentang usia ini sengaja 
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dilakukan untuk menargetkan populasi dewasa muda (emerging 

adulthood) yang secara intensif berada dalam fase eksplorasi 

identitas, ketidakstabilan, dan fokus pada diri sendiri. Secara 

yuridis, kelompok ini berada di atas batas usia minimum 

perkawinan yang ditetapkan undang-undang (19 tahun), sehingga 

keputusan untuk enggan menikah pada usia ini dianggap sebagai 

pilihan sadar dan bukan karena ketidakdewasaan. 

Secara pendidikan, responden utama memiliki latar belakang 

pendidikan tinggi dari institusi Islam, yang mengimplikasikan 

tingkat kesadaran akan hak asasi dan otonomi diri yang tinggi. 

Keseimbangan jenis kelamin diupayakan untuk membandingkan 

perbedaan tekanan gender: apakah laki-laki lebih fokus pada 

kesiapan finansial (norma sosial) atau perempuan lebih fokus pada 

pencapaian karier/studi (kebebasan individu) sebagai alasan utama 

penundaan. 

 

b)  Dimensi Sosiologis (Pandangan dan Alasan Enggan Menikah) 

Inti dari karakteristik responden utama terletak pada pandangan 

dan alasan sosiologis mereka yang bertentangan dengan norma 

perkawinan: 

1. Pandangan Pro-Otonomi Diri: Responden secara eksplisit 

dicirikan oleh pandangan yang kritis terhadap institusi 

perkawinan tradisional dan mengutamakan otonomi diri. 
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Mereka memandang pernikahan sebagai komitmen yang 

berpotensi membatasi kebebasan personal dalam eksplorasi 

diri, melanjutkan studi ke jenjang S-2, atau merintis karier 

di usia produktif ini. 

2. Alasan Sosiologis Dominan: Alasan enggan menikah pada 

usia 20–27 tahun umumnya terbagi menjadi faktor 

finansial/karier dan faktor emosional/filosofis. Faktor 

finansial mencakup ketidakmampuan memenuhi standar 

mahar atau ketidakstabilan pekerjaan. Sementara faktor 

filosofis mencakup ketakutan akan kegagalan (fear of 

commitment) yang sering dipicu oleh trauma keluarga atau 

pandangan bahwa perkawinan tidak lagi menjadi satu-

satunya sumber validasi dan kebahagiaan hidup. 

3. Variasi Latar Belakang Institusi: Keterwakilan responden 

dari UIN JUSILA, UM Metro, dan UMALA akan 

membantu menganalisis variasi tekanan sosial. Misalnya, 

apakah responden dari UMALA (basis NU) merasakan 

tekanan norma agama yang lebih besar untuk segera 

menikah dibandingkan responden dari UM Metro yang 

mungkin lebih tertekan oleh standar kemapanan finansial di 

tengah persaingan karier. 

Secara keseluruhan, responden utama ini merepresentasikan titik 

persimpangan sosiologis yang krusial: mereka adalah generasi terpelajar 
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yang hak kebebasan individunya (untuk menunda pernikahan) sedang diuji 

oleh norma hukum perkawinan Indonesia yang sarat dengan nilai-nilai 

agama dan sosial. 

B. Faktor-faktor yang memperngaruhi Keputusan untuk tidak menikah 

atau menunda perkawinan 

Fenomena enggan menikah atau menunda pernikahan yang muncul 

di kalangan mahasiswa merupakan bentuk perubahan sosial yang 

dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berdasarkan hasil kuesioner dari 

responden mahasiswa di beberapa perguruan tinggi dalam Kota Metro, 

ditemukan bahwa keputusan untuk tidak menikah di usia muda atau 

menunda perkawinan bukan hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, 

tetapi merupakan perpaduan antara faktor ekonomi, pendidikan, 

psikologis, norma sosial, serta pemahaman keagamaan.  

Penelitian ini melibatkan 94 responden yang terdiri dari 59,6% 

perempuan dan 40,4% laki-laki. Mayoritas responden berada pada rentang 

usia 20–22 tahun (51,1%), diikuti usia < 20 tahun (23,4%), 23–25 tahun 

(22,3%), dan > 25 tahun (3,2%).
1
 Temuan ini menunjukkan bahwa 

kelompok usia produktif akademik paling banyak terlibat dalam penelitian 

ini.  

Berdasarkan kuisioner yang telah di sebar peneliti menemukan beberapa 

faktor faktor yang menyebabkan menunda pernikahan atau enggan 

menikah. 

                                                           
1 Hasil kuisioner yang di sebar ke 3 universitas 
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1. Faktor Ekonomi (23,4%) 

Kondisi ekonomi yang tidak stabil atau keinginan untuk fokus pada 

karier dapat menjadi alasan seseorang menunda atau memilih tidak 

menikah. Teori Human Capital menjelaskan bahwa investasi dalam 

pendidikan dan karier dapat menunda timing pernikahan.
2
 

 Faktor ekonomi merupakan faktor paling dominan yang 

diungkapkan responden. Mayoritas mahasiswa merasa belum mandiri 

secara finansial, khawatir akan tingginya kebutuhan rumah tangga, dan 

merasa biaya pernikahan cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa 

generasi muda memasuki era pragmatis di mana stabilitas ekonomi 

dianggap sebagai prasyarat penting dalam membangun rumah tangga.
3
 

2. Faktor Sosial Budaya (16,8%) 

Perubahan nilai-nilai sosial, stigma sosial yang berkurang terhadap 

orang yang tidak menikah, dan meningkatnya penerimaan terhadap 

gaya hidup alternatif mempengaruhi keputusan tidak menikah.
4
 

Tekanan sosial masih ada, tetapi sebagian besar responden mulai 

menolak standar sosial tradisional mengenai kapan seseorang harus 

menikah. Generasi muda lebih mengedepankan independensi dan 

kebebasan dalam menentukan pilihan. 

3. Faktor Psikologis dan Kesiapan Mental (22,4%) 

                                                           
2 Mudrajad Kuncoro, Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan, Edisi 

Keenam, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hlm. 167. 
3 Hasil Kuisioner yang di sebar ke 3 universitas 
4 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2012), hlm. 284. 
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Faktor-faktor seperti trauma masa lalu, ketakutan terhadap 

komitmen, atau kepuasan dengan status lajang dapat mempengaruhi 

keputusan untuk tidak menikah.
5
 Hasil kuesioner menunjukkan adanya 

ketidakmatangan psikologis, trauma hubungan, serta ketakutan terhadap 

perceraian yang membuat sebagian responden menunda menikah. 

Dalam perspektif hukum Islam, kesiapan mental merupakan bagian dari 

kemampuan (istitha’ah) yang menjadi syarat penting dalam 

pernikahan.
6
 

4. Faktor Pendidikan dan Karier (21,1%) 

Tingkat pendidikan yang tinggi, terutama pada perempuan, 

seringkali berkorelasi dengan penundaan atau pilihan untuk tidak 

menikah.
7
 Hal ini terkait dengan keinginan untuk mengoptimalkan 

potensi diri dan mencapai tujuan karier. Sebagian besar responden 

menyatakan ingin menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu dan 

menyiapkan karier sebelum menikah. Pernikahan dianggap dapat 

mengganggu fokus belajar, sehingga mahasiswa memilih 

mengutamakan pendidikan dan pencapaian profesional terlebih dahulu.
8
 

Dari perspektif yuridis, fenomena tidak melakukan perkawinan 

menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang kompleks. Sistem 

hukum Indonesia yang masih sangat berorientasi pada institusi perkawinan 

                                                           
5 Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Sosial: Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 156. 
6 Hasil Kuisioner yang di sebar ke 3 Universitas 
7 Ida Bagus Mantra, Demografi Umum, Edisi Kedua, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 

hlm. 89. 
8 Hasil Kuisioner yang di sebar ke 3 universitas 
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sebagai dasar pembentukan keluarga menghadapi tantangan dalam 

mengakomodasi hak-hak individu yang memilih untuk tidak menikah.
9
 

Permasalahan hukum yang muncul mencakup aspek hak waris, hak asuh 

anak, perlindungan sosial, hingga pengakuan status hukum dalam berbagai 

transaksi legal.
10

 Ketidakjelasan regulasi mengenai status hukum individu 

yang tidak menikah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi 

diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. 

Dari perspektif sosiologis, fenomena ini mencerminkan perubahan 

nilai-nilai dan orientasi hidup masyarakat modern.
11

 Faktor-faktor seperti 

perubahan struktur ekonomi, peningkatan tingkat pendidikan, emansipasi 

perempuan, individualisasi, dan pergeseran prioritas hidup berkontribusi 

terhadap keputusan individu untuk tidak melakukan perkawinan.
12

 

Fenomena ini juga berkaitan erat dengan perubahan konsep kebahagiaan 

dan pemenuhan diri yang tidak lagi selalu diasosiasikan dengan status 

perkawinan. 

Dampak sosiologis dari fenomena ini sangat luas, mencakup 

perubahan struktur demografi, transformasi konsep keluarga, pergeseran 

peran gender, hingga implikasi terhadap sistem jaminan sosial dan 

                                                           
9 Prawirohamidjojo, R. Soetojo & Marthalena Pohan. (2016). Hukum Orang dan 

Keluarga. Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 45-47. 
10 Hadikusuma, Hilman. (2017). Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, 

Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju, hlm. 12-15. 
11 Hanani, Silfia. (2021). "Pergeseran Makna Perkawinan dalam Masyarakat Urban 

Indonesia." Jurnal Kependudukan Indonesia, 16(1), h. 25-28. 
12 Sari, Dewi Kartika. (2021). "Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Keputusan 

Menunda Perkawinan." Populasi, 29(1), hlm. 70-73. 
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perawatan lansia.
13

 Masyarakat tradisional yang masih memegang teguh 

nilai-nilai konservatif seringkali memberikan stigma sosial terhadap 

individu yang memilih untuk tidak menikah, yang dapat berdampak pada 

kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis individu tersebut.
14

 

C. Pandangan Hukum Islam terhadap Pilihan Tidak Menikah atau 

Menunda Pernikahan 

1. Analisis hukum islam tentang kewajiban menikah dan konteks 

kebebasan individu. 

Dalam Hukum Islam, pernikahan (nikah) dipandang sebagai 

institusi penting yang bertujuan menjaga keturunan (hifz al-nasl), 

menjaga kehormatan (hifz al-‘ird), serta mewujudkan ketenteraman 

hidup keluarga (sakinah, mawaddah, rahmah). Para ulama sepakat 

bahwa hukum menikah tidak bersifat tunggal, tetapi berubah sesuai 

kondisi seseorang.
15

 

Dalam Islam, menikah adalah perbuatan yang sangat dianjurkan 

karena mengandung banyak manfaat sosial, psikologis, dan moral. 

Namun, hukum Islam tidak mewajibkan semua orang untuk menikah. 

Hukum menikah bersifat dinamis dan berubah sesuai kondisi 

seseorang. Oleh karena itu, pilihan seseorang untuk tidak menikah atau 

menunda pernikahan memiliki dasar hukum tertentu.  

                                                           
13 Rahmat, Abdul. (2018). "Perubahan Pola Perkawinan di Indonesia: Analisis Data 

Susenas 2010-2018." Jurnal Kependudukan dan Kebijakan, 12(2), hlm. 163-167. 
14 Sartika, Dewi. (2021). "Konstruksi Sosial Masyarakat terhadap Perempuan yang 

Memilih Tidak Menikah." Tesis. Universitas Airlangga, hlm. 89-94. 
15 Wahbah al-Zuhaili, Fiqh Islam dan Dalil-Dalilnya, Jilid 7, diterjemahkan oleh Abdul 

Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 4 
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Para ulama fikih menetapkan lima kategori hukum menikah, yaitu: 

a) Wajib 

Menjadi wajib apabila seseorang: 

(1) mampu secara jasmani dan finansial, dan 

(2) khawatir terjerumus ke dalam zina jika tidak menikah.
16

Dalam 

kondisi ini, pernikahan menjadi sarana pencegahan kerusakan (sad 

al-dzari’ah). 

b) Sunnah (Dianjurkan) 

Jika seseorang mampu namun tidak takut terjerumus dalam 

maksiat. Menikah dipandang sebagai bentuk penyempurnaan 

agama serta sunah para Nabi.
17

 

c) Makruh 

Jika seseorang tidak mampu memberi nafkah atau 

dikhawatirkan menelantarkan pasangan. 

d) Haram 

Jika menikah justru dipastikan akan membawa madharat, 

misalnya seseorang tidak mampu bertanggung jawab atau memiliki 

niat merugikan pasangannya.
18

 

d) Mubah 

Jika tidak terdapat alasan kuat untuk mewajibkan atau melarang. 

                                                           
16 Wahbah al-Zuhaili, Fiqh Islam dan Dalil-Dalilnya, Jilid 7, diterjemahkan oleh Abdul 

Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 4 
17 Ibnu Qudamah, Al-Mughni: Kitab Referensi Fikih Terlengkap, terj. Tim Pustaka Azzam 

(Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), hlm. 425 
18 Imam al-Nawawi, Al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab, terj. Tim Turos (Jakarta: Turos 

Pustaka, 2020), hlm. 337 
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Dalam Islam, kebebasan individu (hurriyyah al-fardiyyah) merupakan 

prinsip dasar yang diberikan kepada manusia. Islam memandang manusia sebagai 

makhluk yang memiliki akal dan kehendak. Namun, kebebasan tersebut tidak 

bersifat absolut, melainkan berada dalam bingkai nilai dan tujuan syariat.
19

 

1) Kebebasan Tidak Boleh Merusak Tujuan Syariat (Maqasid al-Shari’ah) 

Setiap tindakan manusia harus sejalan dengan tujuan syariat 

(maqasid al-shari’ah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan 

harta.
20

 Keputusan tidak menikah atau menunda menikah 

diperbolehkan selama tidak menyebabkan mafsadah atau pelanggaran 

moral seperti zina. Islam menekankan bahwa menjaga kehormatan diri 

(hifz al-‘ird) dan keturunan (hifz al-nasl) tetap menjadi tanggung jawab 

setiap individu.
21

 

2) Tanggung Jawab Moral dan Sosial 

Meskipun seseorang memilih tidak menikah, ia tetap memiliki 

tanggung jawab sosial dan moral. Ia wajib menjaga iffah (kesucian 

diri), mengendalikan hawa nafsu, menjaga hubungan sosial yang sehat, 

serta tidak menimbulkan kerugian bagi keluarga dan masyarakat.
22

 

Pilihan tidak menikah tidak boleh dijadikan cara untuk menolak nilai 

                                                           
19 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, (Jakarta: Mizan, 2007), hlm. 255. 
20 Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law, (London: IIIT, 2008), 

hlm. 43 
21 Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., 

Jakarta: Gema Insani, 2011, Jilid 7, hlm. 14. 
22 Yusuf al-Qaradawi, Halal dan Haram dalam Islam, terj. Mu’ammal Hamidy dan 

Fathurrahman, Jakarta: Gema Insani, 1993, hlm. 78. 
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pernikahan dalam Islam. Pernikahan tetap merupakan sunnah Nabi dan 

bagian dari kesempurnaan agama. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Yuridis dan 

Sosiologis Fenomena Enggan Menikah: Antara Kebebasan Individu dan 

Norma Hukum di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa fenomena enggan 

menikah atau menunda pernikahan di kalangan mahasiswa merupakan 

akibat dari interaksi kompleks antara faktor ekonomi, pendidikan, 

psikologis, dan perubahan nilai sosial. Faktor ekonomi menjadi penyebab 

paling dominan, disusul faktor kesiapan mental, orientasi pendidikan dan 

karier, serta perubahan norma sosial budaya yang semakin menerima 

pilihan hidup individual.  

Secara yuridis, kecenderungan ini menimbulkan tantangan bagi 

sistem hukum Indonesia yang masih berorientasi pada institusi perkawinan 

sebagai dasar pembentukan keluarga. Sementara itu, secara sosiologis 

fenomena ini mencerminkan pergeseran orientasi generasi muda yang 

lebih menekankan kemandirian, stabilitas, dan aktualisasi diri. 

 Dalam perspektif hukum Islam, pilihan untuk tidak menikah atau 

menunda pernikahan diperbolehkan selama tidak menimbulkan 

kemudaratan dan tetap berada dalam koridor menjaga kehormatan diri, 

tujuan syariat, serta tanggung jawab moral. Dengan demikian, fenomena 

enggan menikah bukan hanya persoalan pribadi, tetapi merupakan refleksi 
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perubahan sosial yang lebih besar dan membutuhkan pendekatan 

komprehensif dari aspek hukum, sosial, dan keagamaan. 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka 

beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1.  Bagi Mahasiswa dan Generasi Muda 

Diharapkan mampu menyeimbangkan antara kebebasan individu 

dengan kesiapan moral, ekonomi, dan psikologis. Penundaan 

pernikahan hendaknya dilakukan dengan perencanaan matang, bukan 

sebagai bentuk penghindaran terhadap tanggung jawab sosial atau 

nilai-nilai agama. 

2. Bagi Perguruan Tinggi 

Institusi pendidikan perlu menyediakan layanan konseling, 

bimbingan karier, dan edukasi mengenai kesehatan mental serta 

manajemen hubungan. Hal ini penting untuk membantu mahasiswa 

memahami dinamika perkembangan diri dan relasi, sehingga 

keputusan hidup dapat diambil secara lebih bijak. 

3. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan 

Pemerintah perlu merancang regulasi dan kebijakan yang responsif 

terhadap perubahan struktur sosial, seperti memperkuat perlindungan 

sosial bagi individu lajang dan memperjelas aspek hukum yang 

berkaitan dengan hak-hak sipil bagi mereka yang memilih tidak 

menikah. 

4. Bagi Tokoh Agama dan Institusi Keagamaan 
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Perlu memberikan pemahaman hukum Islam secara kontekstual 

dan moderat agar masyarakat tidak terjebak pada stigma negatif 

terhadap individu yang menunda pernikahan. Pemahaman fikih yang 

fleksibel perlu disosialisasikan agar sesuai dengan realitas sosial 

generasi modern. 
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